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	BUPATI SUMEDANG

	PROVINSI JAWA BARAT

	

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

	

	NOMOR  TAHUN 2025

	

	TENTANG

	

	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

	

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

	

	BUPATI SUMEDANG,

	

	Menimbang
	:
	a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Kabupaten Sumedang;
b. bahwa untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah, kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, peningkatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja yang luas dan pelayanan kepada Masyarakat, pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan bahwa Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk mengu,ji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
9. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006	Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedag Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah  Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1).

	
	
	

	
	
	Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

	
	
	

	
	
	MEMUTUSKAN:

	
	
	

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

	
	
	

	
	
	Pasal I

	
	
	 

	
	
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal I
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
(2) Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
2. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 90
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 
(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. 
(4) Pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Ketentuan angka 3 pada Huruf A Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 Nomor I Huruf K, dan Huruf N, Nomor II Huruf E, dan angka 11 Nomor IV Huruf K pada Huruf C Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Lampiran IV telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Ketentuan Lampiran V telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan huruf C pada Lampiran X telah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

	
	
	Pasal II

	
	
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

	
	
	

	
	
	


	Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal                  2025

BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR


Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal            2025 

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



TUTI RUSWATI



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR  TAHUN  
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN


Penambahan keterangan pada Ketentuan angka 3 pada Huruf A Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

	NO
	JENIS PELAYANAN
	TARIF (Rp)

	
	
	
	

	3.
	Pelayanan Tindakan di IGD
	

	
	b.
	Tindakan operasi ringan (incisi abses, ektirpasi, dll)
	45.500

	
	c.
	Tindakan operasi sedang (luka bakar dll)
	50.500



Keterangan :
Tindakan operasi ringan bila : 
1. Prosedur pembedahan yang tidak membutuhkan pembiusan atau cukup bius lokal 
2. Durasi tindakan waktu kurang dari 1 jam 
3. Tingkat kesilitan kecil 

Tindakan operasi sedang : 
1. Prosedur bedah membutuhkan pembiusan total/regional 
2. Durasi tindakan 1-2 jam
3. Tingkat kesulitan sedang



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR  TAHUN  
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Penambahan keterangan pada ketentuan angka 10, angka 11, angka 12, dan angka 13 Nomor I Huruf K, dan Huruf N, Nomor II Huruf E, dan angka 11 Nomor IV Huruf K pada Huruf C Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

	No
	JENIS PELAYANAN
	VOLUME/ SATUAN
	TARIF (Rp)

	1
	2
	3
	4

	I
	PELAYANAN RAWAT JALAN
	
	

	
	K. Pelayanan Gigi Lain-Lain
	
	

	
	10. Tambalan Komposit Kecil-sedang
	/tindakan
	225.000

	
	11. Tambalan Komposit Besar
	/tindakan
	275.000

	
	12. Tambalan GIC kecil - sedang
	/tindakan
	120.000

	
	13. Tambalan GIC besar
	/tindakan
	175.000

	
	N. Pelayanan Kulit dan Kelamin
	
	

	
	1. Elektrokauter kecil
	/tindakan
	350.000

	
	2. Elektrokauter sedang
	/tindakan
	500.000

	
	3. Elektrokauter besar
	/tindakan
	750.000

	
	4. Bedah/eksisi kulit kecil
	/tindakan
	1.000.000

	
	5. Bedah/eksisi kulit sedang 
	/tindakan
	1.500.000

	
	6. Bedah/eksisi kulit besar
	/tindakan
	2.500.000

	
	7. GV Kecil
	/tindakan
	75.000

	
	8. GV Sedang
	/tindakan
	125.000

	
	9. GV Besar
	/tindakan
	150.000

	
	10. Aff hecting Kecil
	/tindakan
	100.000

	
	11. Aff hecting Sedang
	/tindakan
	150.000

	
	12. Aff hecting Besar
	/tindakan
	250.000

	
	13. Echoliasi Kecil
	/tindakan
	500.000

	
	14. Echoliasi Sedang
	/tindakan
	750.000

	
	15. Echoliasi Besar
	/tindakan
	1.000.000

	
	16. Insisi drainase abses Kecil
	/tindakan
	250.000

	
	17. Insisi drainase abses Sedang
	/tindakan
	350.000

	
	18. Insisi drainase abses Besar
	/tindakan
	500.000

	
	19. Aspirasi Kecil
	/tindakan
	100.000

	
	20. Aspirasi Sedang
	/tindakan
	150.000

	
	21. Aspirasi Besar
	/tindakan
	250.000

	
	22. Injeksi Keloid Kecil
	/tindakan
	150.000

	
	23. Injeksi Keloid Sedang
	/tindakan
	250.000

	
	24. Injeksi Kyeloid Besar
	/tindakan
	350.000

	
	25. Ekstirpasi Kista Kecil
	/tindakan
	1.000.000

	
	26. Ekstirpasi Kista Sedang
	/tindakan
	1.500.000

	
	27. Ekstirpasi Kista Besar
	/tindakan
	2.500.000

	
	28. Biopsi Jaringan Kulit Kecil
	/tindakan
	1.000.000

	
	29. Biopsi Jaringan Kulit Sedang
	/tindakan
	1.500.000

	
	30. Biopsi Jaringan Kulit Besar
	/tindakan
	2.500.000

	
	
	
	

	II
	E. Pelayanan Anestesi
	
	

	
	1. Aff CVC, CDL
	/Tindakan
	300.000

	
	2. Intubasi dengan penyulit
	/Tindakan
	500.000

	
	3. Pemasangan CVC, CDL
	/Tindakan
	1.000.000

	
	4. Repair CVC, CDL
	/Tindakan
	300.000

	
	5. Pemasangan PDT
	/Tindakan
	1.000.000

	
	6. Dekanulasi PDT
	/Tindakan
	500.000

	
	7. Setting dan Weaning HFNC
	/Tindakan/hari
	200.000

	
	8. Setting dan Weaning NIV
	/Tindakan/hari
	300.000

	
	9. Setting dan Weaning Ventilator
	/Tindakan/hari
	500.000

	
	10. Ekstubasi
	/Tindakan
	500.000

	
	11. Pelayanan Anestesi TMO Kecil Bedah Mulut
	/Tindakan
	738.450

	
	12. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Bedah Mulut
	/Tindakan
	1.432.400

	
	13. Pelayanan Anestesi TMO Besar Bedah Mulut
	/Tindakan
	1.811.965

	
	14. Pelayanan Anestesi TMO Khusus Bedah Mulut
	/Tindakan
	2.717.948

	
	15. Pelayanan Anestesi TMO Kecil THT
	/Tindakan
	500.000

	
	16. Pelayanan Anestesi TMO Sedang THT
	/Tindakan
	1.000.000

	
	17. Pelayanan Anestesi TMO Besar THT
	/Tindakan
	1.666.650

	
	18. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 THT
	/Tindakan
	2.500.000

	
	19. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 THT
	/Tindakan
	3.333.350

	
	20. Pelayanan Anestesi bronkoskopi + bronkial toilet (KIC)
	/Tindakan
	1.500.000

	
	21. Pelayanan Anestesi TMO Kecil Obgin
	/Tindakan
	600.000

	
	22. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Obgin
	/Tindakan
	900.000

	
	23. Pelayanan Anestesi TMO Besar Obgin
	/Tindakan
	1.200.000

	
	24. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 Obgin
	/Tindakan
	1.600.000

	
	25. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 Obgin
	/Tindakan
	2.000.000

	
	26. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 3 Obgin
	/Tindakan
	2.500.000

	
	27. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Orthopedi
	/Tindakan
	833.300

	
	28. Pelayanan Anestesi TMO Besar Orthopedi
	/Tindakan
	1.250.000

	
	29. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 Orthopedi
	/Tindakan
	2.250.000

	
	30. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 Orthopedi
	/Tindakan
	2.900.000

	
	31. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 3 Orthopedi
	/Tindakan
	3.866.600

	
	32. Pelayanan Anestesi TMO Kecil Bedah Umum
	/Tindakan
	916.650

	
	33. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Bedah Umum
	/Tindakan
	1.200.000

	
	34. Pelayanan Anestesi TMO Besar Bedah Umum
	/Tindakan
	1.666.600

	
	35. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 1 Bedah Umum
	/Tindakan
	3.333.300

	
	36. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 2 Bedah Umum
	/Tindakan
	5.000.000

	
	37. Pelayanan Anestesi TMO Khusus 3 Bedah Umum
	/Tindakan
	6.666.600

	
	38. Pelayanan Anestesi TMO Sedang Bedah Anak
	Tindakan
	2.140.000

	
	39. Pelayanan Anestesi TMO Besar Bedah Anak
	/Tindakan
	3.360.000

	IV
	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
	
	

	
	1. Sarana akomodasi Bedah Sentral
	
	

	
	a. Operasi Kecil
	/pasien/ Tindakan 
	500.000

	
	b. Operasi Sedang
	/pasien/ Tindakan
	850.000

	
	c. Operasi Besar
	/pasien/ Tindakan
	1.250.000

	
	d. Operasi Canggih
	/pasien/ Tindakan
	1.500.000

	
	e. Operasi Khusus

	/pasien/ Tindakan
	2.250.000



Keterangan: 
K. Pelayanan Gigi Lain-Lain ( Dokter Gigi Umum )

Penambalan Direk Komposit kecil :
- karies kls I di bukal pit & cingulum
- karies kls V di servikal
Penambalan direk Komposit Besar :
- karies kls II
- karies kls IV
- karies meliputi seluruh mahkota gigi
penambalan Glass Ionomer kecil – sedang :
Kecil 
- karies kls 1 di buccal pit dan cingulum
- karies kls Vdi servikal 
Sedang 
- karies kls I di Oklusal
- karies kls III
Penambalan Glass Ionomer Besar :
- karies kls I di Oklusal
- karies kls II,III, IV 

Tindakan poli kulit, kelamin, dan estetika
Elektrokauter:
	⁃	Ringan: jumlah 1
	⁃	Sedang: jumlah 2-5
	⁃	Berat: jumlah >5
Bedah/eksisi kulit:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm
GV:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm
Aff hecting:
	⁃	Ringan: jumlah 1
	⁃	Sedang: jumlah 2-5
	⁃	Berat: jumlah >5
Escholeasi:
	⁃	Ringan: jumlah 1
	⁃	Sedang: jumlah 2-5
	⁃	Berat: jumlah >5
Insisi drainase abscess:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm
Aspirasi:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm
Injeksi keloid:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm
Ekstirpasi kista:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm
Biopsi jaringan:
	⁃	Ringan: jumlah 1 atau diameter < 0,5cm
	⁃	Sedang: jumlah 2-3 atau diameter 0,5-1cm
	⁃	Berat: jumlah > 3 atau diameter > 1cm

Untuk anestesi merujuk ke jenis tindakan asal, contoh: pelayanan anestesi TMO kecil THT. Tindakan utama dikerjakan oleh THT masuk kategori kecil, maka di anestesi mengikuti. jadi tidak perlu ada penjelasan khusus. Demikian pula Pelayanan Bedah Sentral untuk operasi kecil/ sedang/besar/canggih/khusus merujuk ke jenis tindakan asalnya, misal tindakan amnioreduksi di bagian obgin, masuk ke TMO canggih fetomaternal, maka di billing selain dimasukan jenis tindakan obginnya, juga dimasukan sarana akomodasi operasi canggih.


BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR




LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR  TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Perubahan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar 
 
	NO
	Nama Pasar
	Jenis Pelayanan
	Tarif (per hari)

	1.
	Pasar Tanjungsari dan Pasar Inpres
	a. Pedagang yang menempati kios/los:
	

	
	
	1. Kelas 1 (kios/los yang menghadap jalan umum luar pasar/jalan umum yang mengelilingi pasar)
	Rp240,00/m2

	
	
	2. Kelas 2 (kios/los yang menghadap ke jalan utama di dalam pasar)
	Rp200,00/m2

	
	
	3. Kelas 3 (kios/los yang menghadap ke gang di dalam pasar)
	Rp160,00/m2

	
	
	b. Pedagang yang tidak menempati kios/los
	Rp1.500,00

	2.
	Pasar Parakanmuncang, Pasar Wado, Pasar Darmaraja, Pasar Conggeang, Pasar Buahdua
	a. Pedagang yang menempati kios/los :
	

	
	
	1. Kelas 1 (kios/los yang menghadap jalan umum luar pasar/jalan umum yang mengelilingi pasar)
	Rp200,00/m2

	
	
	2. Kelas 2 (kios/los yang menghadap ke jalan utama di dalam pasar)
	Rp.160,00/m2

	
	
	3. Kelas 3 (kios/los yang menghadap ke gang di dalam pasar)
	Rp120,00/m2

	
	
	b. Pedagang yang tidak menempati kios/los
	Rp1.000,00

	3.
	Pasar Sandang
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 11
	Rp 9.843.867,-/tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 25
	Rp 9.843.867,-/tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 26
	Rp 9.843.867,-/tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 31
	Rp 9.843.867,-/tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 47
	Rp 9.843.867,-/tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai Dasar KD 48
	Rp 9.843.867,-/tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1  KG 1.7
	Rp 23.863.920,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1  KG 1.8
	Rp 23.863.920,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1  KG 1.9
	Rp 23.863.920,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 1  KG 1.10
	Rp 23.863.920,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2.9  
	Rp 13.125.156,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2.10
	Rp 13.125.156,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2.11  
	Rp 14.318.352,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2. 12  
	Rp 13.125.156,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2. 13  
	Rp 13.125.156,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2. 14  
	Rp 13.125.156,- /tahun/Kios

	
	
	Sewa Kios Pasar Sandang Lantai 2  KB 2. 15  
	Rp 13.125.156,- /tahun/Kios

	4. 
	Pasar Hewan Tanjungsari
	Sewa Tempat Pemasaran Hewan 
	Rp 3.000/m2




BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR


LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR    TAHUN 
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Perubahan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan


	No
	Jenis Penyediaan
	Tarif

	1.
	Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan 
	Rp. 5.000,00/ m2






BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR









LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR    TAHUN 
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


Perubahan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah yang berupa sewa aset Tanah dan Bangunan.

C. PEMANFAATAN ASET BERUPA SEWA TANAH DAN BANGUNAN

	No.
	Uraian
	Lokasi Aset
	Tarif
Per Tahun
(Rp)
	Tarif sewa
Per Bulan
(Rp)
	Keterangan 

	1
	Sewa Ruang ATM (BRI)
	Komplek Kantor Setda
	11.517.500
	
	

	2
	Sewa Ruang ATM (Bank Sumedang)
	Komplek Kantor Setda
	11.517.500
	
	

	3
	Sewa Ruang ATM  (MPP)
	Komplek MPP
	10.104.426,-
	
	

	4
	Sewa Ruang Vidiotron di GCC
	Gedung Creatif Center
	41.464,020,-
	
	

	5
	Sewa Kios di GCC
	Gedung Creatif Center
	81.344.592,-
	
	

	6
	Sewa Ruang Kantor Kas  (BRI)
	Komplek Kantor Setda
	31.993.055,-
	
	

	7
	Sewa Ruang Kantor Kas  (Bank Sumedang)
	Komplek Kantor Setda
	31.993.055,-
	
	

	8
	Sewa Ruang Kantor Kas  (BJB)
	Komplek Kantor Bapenda
	70.384.721,-
	
	

	9
	Sewa Ruang Kantor Kas Komplek MPP
	Komplek MPP
	13.872.489,-
	
	

	16
	Sewa Ruang untuk kantin di Setda Lt.3
	Komplek Kantor Setda Lt. 3
	22.583.333,-
	2.446.528,-
	

	34
	Kios Ahmad Yani ( ketib )
	Ahmad Yani ( ketib )
	643.416,-
	69.703,-
	per meter

	35
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Conggeang
	Pasar Conggeang
	3.067.939,-
	
	

	36
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Darmaraja
	Pasar Darmaraja
	2.555.400,-
	
	

	37
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Inpres Lama  Smd
	Pasar Inpres Lama Smd
	31.885.812,-
	
	

	38
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Parakanmuncang
	Pasar Parakanmuncang
	6.552.240,-
	
	

	39
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Tanjungsari
	Pasar Tanjungsari
	20.160.520,-
	
	

	40
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Wado
	Pasar Wado
	6.111.480,-
	
	

	41
	Sewa Ruang yang digunakan untuk WC umum Pasar Inpres Baru Smd
	Pasar Inpres Baru Smd
	7.818.912,-
	
	

	42
	Sewa Ruang Pendingin Pasar Inpres Baru Smd
	Pasar Inpres Baru Smd
	52.175.448,-
	-
	

	43
	Sewa Gedung bekas Perpustakaan Daerah
	Jln. Mayor Abdurahman Smd
	359.815.608,-
	38.980.024,-
	

	44
	Sewa Ruang di Gedung bekas Kantor KB ( besar )
	Jalan Sebelas April Sumedang
	13.457.472,-
	1.457.893,-
	

	45
	Sewa Ruang di Gedung bekas Kantor KB ( kecil  )
	Jalan Sebelas April Sumedang
	11,534.976,-
	1.249.622,-
	





BUPATI SUMEDANG,



DONY AHMAD MUNIR
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